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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang perjanjian bagi hasil 

penggarapan sawah di Kenagarian Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Pauh Kambar dulu digunakannya 

sistem mampaduoi, dalam sistem mampaduoi biaya ditanggung oleh pemilik 

tanah dan hasilnya akan dibagi 2 (dua), dengan ketentuan 1/2 bagian untuk 

pemilik dan 1/2 bagian lagi untuk penggarap.Sekarang yang digunakan 

adalah sistem mampatigoi dimana penggarap menanggung semua biaya 

dalam pengolahan tanah dan hasilnya akan dibagi 2/3 untuk penggarap dan 

1/3 bagian untuk pemilik. Apabila terjadi gagal panen seluruh kerugian 

ditanggung oleh penggarap. 

2. Kendala-kendala yang muncul dalam perjanjian bagi hasil yaitu 

a. Dalam praktikmampaduoi yaitu: 

1) Sulit menghubungi pemilik tanah karena tidak berada dikampung 

atau pemilik banyak merantau; 

2) biaya yang diberikan pemilik tanah tidak mencukupi untuk 

melaksanakan biaya pengolahan sawah, ketika penggarap meminta 

tambahan uang kepada pemilik justru pemilik beersedia 

memberikan. 
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b. dalam sistem mampatigoi adalah dengan kondisi sekarang ini harga 

maupun upah sudah mahal dan tinggi sehingga penggarap tidak 

memperoleh banyak keuntungan. 

 

B. Saran  

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka 

berikut ini dikemukakan saran sebagai berikut: 

Apabila terjadi gagal panen diharapkan kepada pemilik tanah agar 

dibuat kesepakatan dengan memberi keringanan pada penggarap dan tidak 

memaksakan penggarap utuk bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah 

dibuat sebelumnya. Karena seorang petani penggarap telah banyak mengalami 

suatu kerugian dalam membiayai seluruh pengolahan tanah, setidaknya pemilik 

memberikan keringanan bagi penggarap dalam memberikan hasil kepada 

pemilik. 
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